6.1

6.2

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab V maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan APBD murni dan APBD perubahan pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 disebabkan oleh faktor-
faktor : Rasionalisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan umum Kota
Kupang Tahun Anggaran 2015, banyak program dan kegiatan yang
tidak di anggarkan dalam APBD murni Dinas Pekerjaan Umum Kota
Kupang Tahun Anggaran 2015 dan kebijakan strategis Pemerintah
Pusat yang mempengaruhi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota
Kupang.

2. Proses perubahan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang
sudah sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dapa dilihat pada
aspek kesesuaian pasal 154 dasar perubahan APBD.

Saran

Untuk merajuk pada faktor-faktor lapangan dan hasil temuan pada
penilitian ini, maka dalam rangka analisis perubahan APBD pada Dinas

Pekerjaan Umum, disarankan beberapa hal :

1. Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota

Kupang harus memperhatikan perbedaan Anggaran.
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2. Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang
terkait dengan perubahan anggaran dapat mempertimbangkan

peraturan dalam perundang-undangan.
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